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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: 

1. peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM, 

seseorang dapat menjadi korban disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1) 

menginginkan keuntungan dengan cepat; 2) terlalu mudah percaya dengan orang 

lain; 3) ketidaktahuan dalam membedakan bisnis MLM dan bisnis bermodus 

MLM; dan 4) tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah. Berdasarkan derajat 

kesalahannya menurut teori Mendelshon, seseorang dapat menjadi korban 

kejahatan penipuan bermodus MLM karena karena kelalaiannya sendiri. 

Berdasarkan teori tipologi korban menurut Ezzat Abde Fattah dan Stephen 

Schafer maka korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM termasuk ke 

dalam participating victims. Sementara itu, jika dikaitkan dengan 

pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, maka korban kejahatan 

penipuan bermodus bisnis MLM cenderung termasuk dalam kategori primary 

victimization. 

2. bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM 

diberikan oleh beberapa pihak, yaitu:1. Pihak kepolisian dalam bentuk 

pemberian informasi tentang perkembangan kasus.2. Pihak pemerintah dalam 

bentuk regulasi tentang bisnis MLM dengan sistem penjualan langsung yang 

terdapat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 



 
 

66 
 

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem 

Penjualan Langsung, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan. 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

Peneliti berikan adalah bagi masyarakat sebelum memutuskan untuk bergabung 

menjadi anggota dalam bisnis MLM harus terlebih dahulu mengetahui apakah 

perusahaan bisnis MLM tersebut merupakan bisnis yang legal dengan melihat ada 

atau tidaknya SIUPL dan izin dari instansi yang terkait dengan jenis bisnis MLM 

yang dimiliki oleh perusahaan MLM tersebut dan apakah perusahaan tersebut 

merupakan anggota APLI, melihat ada atau tidaknya kantor perusahaan MLM yang 

akan diikuti, serta ada atau tidak pengurus yang jelas dari perusahaan MLM 

tersebut. Bagi pemerintah hendaknya membuat suatu aturan khusus mengenai 

bisnis MLM mengingat semakin berkembangnya bisnis MLM di Indonesia, di 

mana aturan tersebut memberikan perlindungan yang lebih sehingga jelas siapa 

yang akan bertanggung jawab/dilaporkan jika ternyata bisnis tersebut hanyalah 

bisnis bermodus MLM ataupun korban mengalami kerugian dari keanggotaanya 

dengan bisnis MLM yang legal, mengingat pertanggungjawaban pidananya susah 

dijatuhkan kepada siapa karena bisnis MLM menggunakan sistem jaringan yang 

independen, jadi apakah yang bertanggung jawab hanya pemilik perusahaan, atau 

orang yang mengajak, ataupun pemilik perusahaan dan orang yang mengajak 

menjadi anggota. 
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